TURLINAN

FERUBAHAN FERTA&MA

DEWAN FERWAKILAN RAKJIAT DAERAH SEMENTARA
EABUFATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan—daerah jang berikut

FERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas untuk melaksanakan "Undang-
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()

(3}
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undang Lalu—~Lintas Dialan" dan "Feraturan
Femerintah Lalu—lLintas Dialan'.

Femberian nomor pada kendaraan—kendaraan naikan dan kendaraan-—
kendaraan muatan.

( Fasal 14 Undang-undang Lalu-Lintas Djialan dan pasal 95 .FPer—
atuwran Femerintah Lalu-Lintas Dialan ).

Fasal

Femilik atau pemelihara kendaraan naikan dan kendaraan mua-
tan, bukan kendaraan bermotor, jang biasanja tinggal dalam
Kabupaten dan ada didjalan, harus mendjaga agar supaja kenda-—
Faan itu diberi suatu tanda jang dapat kelihatan dengan baik
dan berlaku buat Kabupaten, terdiri dari sebuah nomor dan
sebuah  huruf ataw lebih. Jang diketjualikan dari ini ialah
kendaraan—kendaraan naikan dan kendaraan—kendaraan muatan
jang berdasarkan pasal 14 Undang-undang Lalu-Lintas Dialan
dibebaskan dari kewadjiban pemberian nomor dan pula  kenda-
raan—kendaraan naikan dan kendaraan—kendaraan muatan Jjang
biasanja tinggal diluar Kabupaten dan sudah memernuhi peratu-
ran—-peraturan  tentang pemberian nomor Jang berlaku ditempat
tinggal biasanja.

Tanda itw jang tiontohnja ditetapkan oleh Dewan Femerintah

Daerah dan dapat dilihat dikantor Sekertaris Kabupaten dipa-

S|EMG B

a. pada kendaraan-kendaraan naikan jang bertanda dibagian
muka dan belakang dari tanda j

b. pada kendaraan—kendaraaan naikan dan kenaraan—kanaraan
muatan lainnja dibagian muka disudut atas dari dinding
sebelah kanarn.

Nomor  dan huruf diberikan atas nama Dewan Femerintah Daerah
e distrik demi se distrik atas permintaan pemilik atau
pemelihara  kendaraan naikan atauw kendaraan muatan sebagal
termaksud dalam ajat (1) dan dimasukkan kedalam sebuah daftar
jang diselenggarakan untuk itu.

Sebagai bukti bahwa pemilik atau pemelihara berhak mempergu-
mnakan tanda tersebut dalan ajat (3) pada kendaraanja, kepa-
danja diberi sebuah surat tanda nomor atas namaja jang menje-
but nomor dan huruf sebagai termaksud dalan ajat (1) 3 tanda
irni berlaku selama 5 tahun dan tjontohnja ditetapkan oleh
Dewan Femerintah Dasrah.

Fermintaan sebagai termaksud dalam ajat (3) dapat disampaikan
dengan lisan atau tertulis.

Dalam permintaan itu harus diberitahukan
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a. nama dan nama ketiil dari pemilik atau pemelihara dan
diika pemilik atau pemelihara adalah suatu badan Fietk e
rama lengkap dari jang mewakilinja j

b. alamat dari pemilik, pemelihara atau wakil tadi 3

. nama dienis kendaraan naikan dan kendaraan muatan.

Surat tanda nomor diberikan oleh pegawai jang ditundiuk oleh
Dewan Femerintah Daerah jang membubuhinja dengan tanda tan-
CHErT I & v

Dalam surat tanda nomor disebutkan hari pemberian dan  hari
herachirnja waktu berlaku.

Surat tanda nomor tidak berlaku sebelum ditandatangani oleh
peminta atau djiika ia tidak dapat membubuhi tandatangania
sebelum dibubuhi tjiap ibu diari kanan, dibhadapan pegawai jang
diserahi memberikanja. Diika ia tidak mempunyai ibu djari
kanan, maka diatas surat tanda nomor itu dibubuhi tiap diari
lainja dengan disebutkan diari jang mana.

Fasal Z.

Tidak ada swat tanda nomor diberikan @

a. untuk kendaraan naikan dan  kendaraan muatan  termaksud
dalam pasal 1 jang telah diberi surat tanda nomor, ket jua-
1i dengan menjerahkan surat tanda nomor jang telah diberi-
kan itu atau dapat dibuktikan, bahwa penjerahan itu tidak
murigkin g

be kepada orang jang menjampaikan permintaan urituk mendapat-
kanja, diika belum lampau satu tahun sedjak sesebuah surat
tanda nomor atas namanja dinjatakan tidak berlaku j

c. diika kendaraan naikan atau kendaraan muatan tidak meme-
Auhi ketentuan—ketentuan jang dikenakan dalan atau  berda-
sarkan Undang-undang Lalu-Lintas Dialan mengenal peneran—
gan, bentuk kelengkapan, SUSUNEDN, wkuran—ukuran dan pemua-
tan 3

d. diika kendaraan naikan ataw kendaraan muatan dalam keadaan
jang kurang tiukup pemeliharaannja sehingga dapat menim-
bulkan bahaja bagi lalu-lintas.

Fegawai jang diserahi memberi surat tanda nomor berhak memin-—
ta agar kendaraan pada waktu dan  tempat jang ditentukan
ditundjukkan kepadanja, supaya dapat menjelidiki apakah ada
alasan—alasan untuk menolak pemberian  sebuah surat tanda
nomor atas salah satu dasar jang tersebut dalam ajat (1) sub
o dan d.

Fasal 3.

Surat tanda nomor kehilangan kekuatannia @

a. diika kendaraan naiakan atau kendaraan muatarn, untuk  mana
surat tanda nomor itu diberikan, rusak ataupun diubah
sedemikian rupa sehingga keadaan sangat menjimparg clar i
keterangan jang disebut dalam surat tanda nomor itu 3

b. setelah lampau dua bulan semendjak kendaraan naikan dar
Lenaraan muatan itu dipindahkan kedistrik lain dari pada
distrik tempat surat tanda nomor diberikan i

c. setelah  lampau dua bulan semendjak orang Jjang Maman.j &
tersebut dalam surat tanda nomor berhenti mendjadi pemilik
atau pemelihara kendaraan naikan atau kendaraan muatan
jang bersangkutan j

d. diika untuk kendaraan naikan atau kendaraan muatan, urntuk
mana swrat tanda nomor itu dikeluarkan, diberikan sebuah
surat tanda nomor lain.

m3




() Dalam waktu dua minggu setelah sebuah suwrat  tanda nomor
kehilangan kekuatannja, berkewadjiban menjerahkan surat tanda
nomor itu kepada pegawai tersebut dalam pasal 2 ajat (Z).

(%) diika sebuah surat tanda nomor rusak ataupun  tidak dapat
dibatia sama sekali atauw sebagian, maka pemegang berkewadjii-
barn minta surat tanda nomor baru jang  diberikan  kepadania
dengan menjerahkan jang lama.

Fasal 4.
Dilarang =

a. dengan disengadia memberi keterangan jang tidak benar atau
tidak lengkap pada waktu mengadjukan permintaan untuk menda-—
pat surat tanda nomorg

. pada sebuah kendaraan naikan dan kendaraan muatan memasang
momor-nomor dan huruaf-hueof dengan maksud mempersukar dike-—
malria tanda jang dipakai menurut pasal 1

c. memberi tanda pada sebuah kendaraan naikan atau  kendaraan
mitE L& . tanda mana tidak diberitahukan kepada pemilik atau
pemel ihara berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 dengan maksud
supaja tanda itu dianggap sebagail tanda Jang sah merurut
pasal itw g

d. mengemudikan  sebuah kendaraan naikan atauw kendaraan  muatan
atau sebagai pemilik atau pemeliharanja menjuruh  mengemudi-
kannja, diika berturut-turut pengemudi, pemilik atau pemes 1 1
hara patut dapat menduga bahwa pada kendaraan itu dipasang
nomor-namnar atau huraf-huref sebagai dimaksud dalam pasal ind
sub b atau tanda jang salah sebagail dimaksud sub o j

@, dengan sengadia untuk sebuah kendaraan naikan dan kendaraan
muatan mempergunakan sebuah surat tanda nomor jang diberikan
urrtuk  sebuah  kEendaraan naikan ataw kendaraan  muatan  laing
seakan—akan diberikan untuk kendaraan naikan atau  kendaraan
muatan itu, untuk mana surat tanda nomor itu dipergunakan.

Feraturan—-peraturan tentang hewan—-hewan penghela
kendaraan—kendaraan naikan dan gerobag-
gerobag muatan wmam.

(Fasal 27 Undang-undang Lalu-~Lintas Dialan dan Fasal 84
ajat (1) Peraturan Femerintah Lalu-Lintas Dialan)

Fasal S.

Urtuk melakukan pasal-pasal & — 8 jang dimaksud dengan
hewan—hewan penghela ialah hewan—-hewan berkuku tunggal, dan diuga
Lerbau-kerbau dan gerobag-gerobag muatan umim.

Fasal &.

(1) Seekar hewan penghela harus sehat, tjukup kuat badannja dan
gemuk betul, terlatih dan tjiakap untuk dipakai sebagal hewan
penghela bagi kendaraan naikan atau kendaraan muatan, untuk
mara hewan itu dipergunakan.

(2) Rakitan hewan penghela harus memenuhi tudjuannia dan dipeli-
hara baik-baik. Bagian—bagian pakaian Jjang melekat pada
bagian—bagian badan hewan atau menjentuh bagian—bagian badan
tidak boleh menimbulkan luka-luka.

(3) Selain itu untuk kuda berlaku untuk sarat-sarat berikat @
&. memakal tapel Jang  tebalnia sedandg. tidak berkallkurn,
tingginia kudang sekuwrang-kurangnija 1,13 meter dengan
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pengertian, bahwa untuk kuda dalam pasangan dua tingginja
sehurang-kurangnjia 1,12 meter j

b. hewan harus sekurang—kurangnjia sudah berganti empat buah
gigi seri ditulang rabhang bawah

c. hewan harus diberi pakaian jang tiukup baik ataupun pakai-
an dada jang tidak longgar dan tidak sempit, dengan pakai-
an kepala, kekang dan tali kekang.

Fasal 7.
Diika orang-orang jang termaksud dalam pasal 33 Undang-undang
Lalu~Lintas berpendapat, bahwa sebagsi hewan penghela diper-—
gunakan seekor hewan jang tidak memenuhi sarat-sarat Jjang
dikenakan dalam pasal é& mengenali keadaan badan, maka hewan
itu diperiksa oleh seorang ahli jang ditundjuk oleh Dewan
Femerintah Dasrah.

Diika pada ahli itu njata, bahwa hewan itu harus dipandang
buat selamanja tidak akan memenuhi sarat sebagal hewan peng-
hela, maka hewan penghela itu olehnia diberi tjap brak &
sebagai tanda apkir, jang tjontohnja ditetapkan oleh Dewan
Femerintah Daerah.

Fasal 8.

Dilarang mempergunakan  ataupun  suwruh  atau member ikan

mempergunakan seekor hewan penghela untuk sebuah kendaraan maikan
umum  atau gerobag muatan umum diika hewan itu atauw rakitan dari
kendaraan naikan atau gerobag muatan itu tidak memenuhi sarat-
sarat jang dikenakan dalam pasal é& ataupun hewan itu telah diberi
tiap bakar tanda apkir sebagai dimaksud dalam pasal 7 ajat (2):

(1)

()

(4)

Femeriksaan kendaraan—kendaraan naikan dan gerobag—gerobag
mtaE b & WML .

(Fasal 27 Undang-undang Lalu-Lintas Djialan dan pasal 84
ajat (1) FPeraturan Pemerintah Lalu-bLintas Djialan)

Fasal 9.

Diika peraturan—peraturan mengenai pemeriksaan tidak dipe-
nuhi, maka dilarang memperqgunakan sebuah  kendaraan maikan
atau gerobag muatan sebagal kendaraan naikan atau kendaraan
mtatan  Limnwm .

Ketentuan dalam ajat (1) tidak berlaku bagi kendaraan-—
kendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan Jjang biasanja
timgoal diluar Kabupaten, asalkan meEmeruhi peraturan-—
peraturan mengenali pemeriksaan jang berlaku didalam tempat
kendaraan—kendaraan itu biasa tinggal itu.

Sehuah kendaraan naikan atau gerobag muatan disahkan, djiika
memenuhi  sarat-sarat jang dikenakan dalam ataw berdasarkan
Undang-undang Lalu-lLintas terhadap kendaraan—kendaraan rmaikan
dan gerobag-gerobag muatan mengenai susunan, bentuk, kelang—
kapan . penerangan, dWkuran—ukuran dan pemuatan. Fendaraan—
kendaraan naikan selain itu harus memenuhi djuga sarat-sarat
jang lajak tentang kerapian dan kebersihan, baik bagian dalam
matpur bagian luar.

Sebuah Gerobag Muatan harus mempunjai birih roda (velg) Jang
lebarnja sedikit-dikitnia 8 cm.




Fasal 10.

(1) Pemeriksaaan dilakukan ats permintaan pemilik atauw pemelihara
dengan lisan atau tertulis oleh seorang diuru pemeriksa  Jjang
gditundiuk oleh Dewan Femerintah Daerah.

Lo ]

i

Femeriksaan dilakukan pada waktu dan tempat jang ditentukan
gleh diuru pemneriksa dan diberitakan kepada peminta tepat
pada waktunja.

(%) Pemilik atau pemelihara berkewadiiban memberi bantuan kepada
diuwrwe pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.

Fasal 11.

(1) Tentang pengesahan sebuah kendaraan naikan atau kendaraan
muatan kepada pemilik ataw pemelihara diberikan sebuah surat
tanda pengesahan jang ditandatangani oleh diuru pemeriksa dan
berlaku untuk selama satu tahun.

(2) Djika diuru pemeriksa tidak mengesahkan sebuah kendaraan
naikan ataugercbag muatan, maka ia seketika memberitahukan
kepada pemilik atau pemelihara dengan lengkap perbaikan-—
perbaikan  apa yang harus dikerdjakan dan menentukan tempat
serta waktu untuk mengulangi pemeriksaan.

(%) Diika sebelum achir waktu berlakunja surat tanda pengesahan
sehagai dimaksud dalam ajat (1) ternjata  bahwa EkEendaraan
maikan atauw kendaraan muatan tidak lagi memenuhi  sarat-sarat
jang dikenakan, maka surat tanda pengesahan itu oleh diuru
pemeriksa  dapat dinjatakan tidak berlaku lagi. Hal sematiamn
itu dapat terdiadi djuga djika pemilik atau pemelihara sebhuah
bendaraan naikan ataw gerobag muatan dengan tidak beralasan
jang sah tidak memenuhi perintah jang ditundjukan kepadanja
urntuk menjediakan kendaraan itu guna pengulangan pemeriksaan.

Fasal 12.

Buat pemeriksaan sebuah kendaraan naikan atauw gerobag
muatan dikenakan pembajaran untuk kabupaten buat pertama kalinja
Rp«qs=

Buat tiap—~tiap pemeriksaan berkala berikutnja besarnja
pembanjaran Rp.l,-

Fasal 13

(1) Dikantor Kepala FPekerjaan Umum Kabupaten diselenggarakan dan
dipelihara daftar-daftar dari adania Lendaraan—kendaraan
naikan dan gerobag-gerobag muatan jang telah mendapat penge-
sahan & dalam daftar-daftar itu ditiatat tanggal penge-
sahannja.

()Y Tiontoh—-tjiontoh daftar—-daftar ini dan tiontoh surat tanda
penghargaan termaksud dalam pasal 11 ajat (1) ditetapakan
cleh Dewan Femerintah Daerah.

Fasal 14.

Dilarang :

a. dengan sengadia memberi keterangan jang tidak benar atau tidak
lengkap pada waktu mengadjukan permintaan supaja diadakan
pemeriksaan atau sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan i

. membuat atau swruh membuat suwrat tanda pengesahan palsu atau
memalsy ataw suruh memalsu surat tanda pengesahan.

b




c. dengan sengaja memakail/tanda pengesahan palsu atau jang dipal-—
AR

. dengan  sengadia  untuk sebuah kendaraan naikan  atau  gerobag
mempergunakan  sebuah swrat tanda pengesahan  Jjang diberikan
untuk sebush kendaraan naikan ataw gerobsg muatan lain,seakan—
akan diberikan untuk kendaraan naikan atan gerobag muatan Ltu,
untuk mana surat tanda pengesahan itu dipergunakan.

Hak uwuntuk mengemudikan kendaraan nailkan wmum.
( Fasal 84 ajat (1) Peraturan Femerintah Lalu-lintas Dialan.)

Fasal 15.

(1) Dilarang bertindak sebagal pengemudi kendaraan nailkan  umum
dengan tidak mempunyal surat tanda ketjakapan untuk mengemu-
chikan .

(2) Larangan tersebut ajat (1) tidak berlaku bagi pengemudi-
pengemudi kendaraan naikan umum jang bertempat tinggal atau
Biasania berkediaman  diluar EKabupaten.dan telah mempunjal
asurat tanda ketjakapan mengemudikan jang diberikan berdasar-—
kan peraturan-peraturan tentang mengemudikan kendaraan naikan
umum Jjang berlaku ditempat tinggal mereka.

Fasal 1lé.

(1) Untuk mengemudikan  sebuah kendaraan naikan umum  hanja  di-
perkenankan orang-orang jang haknjia untuk itu tidak ditjabut
dan jang i
a. sudah berumar 1é tabun g
b. mengerti peratuwran-peratwran lalu-lintas j
c. tiakap dalam mengemudikan kendaraan naikan j

() Suwrat tanda ketiakapan untuk mengemudikan dapat ditolak
kepada peminta Jjang telah membuktikan tidak tiakap untuk
bertindak sebagai pengemnudi kendaraan naikan  umum, karena
telah  berulang mendapat hukuman sebab melanggar peraturan-
peraturan jang diadakan dalam atau berdasarkan Undang-undang
Lalu-lintas Dialan.

Frasal 17

(1) Swralt tanda ketjakapan mengemudikan diminta dengan lisan atau
tertulis kepada pegawal jang ditundiuk oleh Dewan Femerintah
Dasrah.

(2) Surat tanda ketjakapan mengemudikan  berlaku  selama 1ima
takntr .

Fasal 18.

Faermintaan untuk mendapat surat tanda ketjakapan mengemudikan
disertai dua buah potret jang sama benar dari peminta dan  surat
keterangan jang diberikan oleh kepala desanjia, Jjang memuat keter-
angan tentang umum peminta.

Fasal 19

Tidak ada surat tanda Eketjakapan mengemudikan disertal
diberikan kepada orang., jang telah mendapat surat tanda hketjiaka-
parn mangemudikan, djiika swrat tanda ini tidak diserahkan ketjuali
ada alasa jang dapat diterima bahwa penjerahan surat tanda itu
tidak mungkin.




Famal 20

Surat tanda ketjakapan mengemudikan kehilangan kekuatannja,
diika orang Jjang namania disebut didalamnia 3
a. haknjia untuk mengemudi kendaraan naikan umum telah ditjabut g
b. telah diberi surat tanda ketiakapan mengemudikan jang barua.

Fasal 21.

(1) Dalam surat tanda ketjakapan mengemudikan disebut s
a. nama dan nama ketjiil, tempat tinggal atauw tempat kediaman
gsemnentara dari peminta 3
b tanggal memberikanja j
c.  tanggal  berachirnja  waktu  berlakunja.

() Surat  tanda ketjakapan mengemudikan dibubuhi  tanda  tangan
pegawai termaksud dalam pasal 17 dan tjiap Jang tiontohnia
ditetapkan oleh Dewan Femsrintah Daesrah, sadangkan salah
sebuah potret termaksud dalam pasal 18 diletakan pada surat
tanda iLtu.

(%) Surat tanda ketiakapan mengemudikan tidak diberikan sebelum
ditandatangani oleh peminta dan dibubuhi tiap ibu djari kanan
dihadapan pegawai jang memberikan, atau diika peminta tidak
dapat membubuh tandatanganja, hanya setelah dibubuhi tiap ik
diari kanan. Diika ibu djari kanan tidak ada maka surat tanda
ketjakapan mengemudikan itu dibubuhi tjap diari lain, dengan
diberi keterangan diari jang mand.

(4) Tijontoh surat tanda ketjakapan mengemudikan ditetapkan oleh
Dewan Femerintah Daerah.

Fasal 22.

(1) Diika ada persangkaan, bahwa pemegang surat tanda ketjakapan
mengenudikan jang  berlaku tidak  memenuhi giarat-sjiarat,
termaksud  dalam pasal 1lé, maka ia dapat dipanggil oleh peg-
awai termaksud dalam pasal 17 wuntuk datang pad sebuah tempat
dan  waktu jang ditentukan, agar supaja memberi keterangan—
keterangan Jjang diperlukan dan  diperiksa tentang sjarat-
sjarat termaksud dalam pasal 1é.

{(?) Diika dari keterangan—keterangan jang di berikan atau pemer-
iksaan—pemeriksaan jang diadakan ternjata bahwa jang berke-
pentikan  tidak memenuhi sjarat-sjarat jang dikenakan clalam
pasal 1& atau tidak memenuhi panggilan termaksud dalam ajat
(1) dengan tidak memberi alasan jang sah, maka surat tanda
ketjakapan mengemudikan jang dipegangnja dapat dinjatakan
tidak berlaku lagi.

Fasal 23.

Dalam waktu dua minggu setelah sebuah swrat tanda ketjaka—
pan  mengemudikan tidak berlaku lagi, maka pemagang berkaeadiiban
menjerahkan  swat  tanda itu  kepada pegawal tersebut  dalam
pasal 17.

Fasal 24.
Dilarang =

a. dengan sengadia memberi keterangan jang tidak benar atau tidak
lengkap pada waktu mengadjukan permintaan untuk mendapat surat
tanda ketiakapan mengemudikan i

b. dengan sengadja sebagai pengemudi mempergunakan sebuah tanda-
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ketjakapan mengemudikan kepunjaan orang lain.
Fasal 2H.

Dikantor pegawai Jjang ditundjuk oleh Dewan Femerintah
Daerah diselenggarakan dan dipelihara daftar-daftar dari surat-
surat tanda ketjakapan mengemudikan jang telah diberikan dan
dibatalkan 3§ tjiontoh—-tjontoh daftar—-daftar itu ditetapkan oleh
Dewan Femerintah Dasrah.

Eetentuan—kententuan hukuman .

Fasal 26.
Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal-pasal 3 ajat
(2), 4, 8, 9 ajat (4), 14, 23 dan 24 dari peraturan daerah ini
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan  atau
denda sebanjak-banjaknia Rp. 100,- (seratus rupiah).

Fasal 27.

(1) Feraturan daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah
tanggal Lembaran Fropinsi Diawa Tengah jang memuat pengun-
dangannia.

(2) Sejak saat mulai berlakunia peraturan daerah ini tidak berla-
ku lagi "Verordening tot uitvoering vanda Wegverkeersordon-
nantie en de Wegverkeersordening"” tertanggal 10 Desember
1937, diundangkan dalam Frovinciaal Blad tertanggal 31 Djanu-
ari 1938 ( Rijvoegsel Seri C Nr. 1 ), sebagaimana telah
diubah jang terachir dengan verordening tertanggal 24 Agustus
1939, diundangkan dalam Frovinciaal Blad tertanggal 3 Nopem-—
ber 1939 ( Bijvoegsel Seri C Nr.o 10 ).

Furwaokerto., 20 Oktober 19532.

Dewan Ferwakilan Rakjat

FKepala Dasrah Kabupaten Daerah Sementara Kabupaten Banjumas
Ban jumas , : ke tuia,
ttoh. thd.
R. FOERWODIREDJIO 5. NOTOSBOEWIRIO

Feraturan—daerah tersebut diatas telah disahkan oleh Dewan
Femerintah Daerah Fropinsi Diawa Tengah tertanggal 21 Mei 19353
MNr.U. 1017874,

Sekretaris,

ttd.

R. SISWADI DJIOJOSOEROND

Diundangkan dalam Lembaran Fropinsi Djawa Tengah tanggal 10
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TLRUNAN

FERUBAHAN EEDUA

DEWAN FERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KABUFATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan—daerah jang berikut

FERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas untuk melaksanakan “"Undang-

(1)

()

(4)

(&)

(&)

undang Lalu—-Lintas Dialan” dan "Feraturan
Femerintah Lalu—Lintas Dialan.

Femberian nomor pada kendaraan—kendaraan naikan dan kendaraan-—
kendaraan muatan.

( Fasal 14 Undang-undang Lalu-Lintas Dialan dan pasal O3 Fer—
aturan Femerintah Lalu-Lintas Djialan ).

Fasal i i

Femilik atau pemelihara kendaraan naikan dan kendaraan mua—
tan, bukan kendaraan bermotor, jang biasania tinggal dalam
Kabupaten dan ada didjalan, bharus mendjaga agar supaia kenda-
Faan itu diberi suatu tanda jang dapat kelihatan dengan baik
dan berlaku buat Kabupaten, terdiri dari sebuah nomor dan
sebuah huruf atau lebih. Jang diketjualikan dari ini ialah
kendaraan—kendaraan naikan dan kendaraan—kendaraan muatan
Jang berdasarkan pasal 14 Undang-undang Lalu~Lintas Dialan
dibhebaskan dari kewadjiban pemberian nomor dan  pula  kenda-
raan—-kendaraan naikan dan kendaraan—kendaraan muatan jang
biasanja tinggal diluar Kabupaten dan sudah memenuhi peratu-
ran—-peraturan  tentang pemberian nomor jang berlaku ditempat
tinggal biasanja.

Tanda itu jang tiontohnja ditetapkan oleh Dewan Femerintah

Daerah dan dapat dilihat dikantor Sekertaris Kabupaten dipa-

@arigg

a. pada kendaraan—kendaraan naikan jang bertanda dibagian
muka dan belakang dari tanda ;

b. pada kendaraan—kendaraaan naikan dan kenaraan—kenaraan
muatan lainnja dibagian muka disudut atas dari dinding
sehelabh kanarn.

Momor  dan huraf diberikan atas nama Dewan Femerintah Daerah
se  distrik demi se distrik atas permintaan pemilik ataw
pemelihara  kendaraan naikan ataw kendaraan muatan sebhagai
termaksud dalam ajat (1) dan dimasukkan kedalam sebuah daftar
jang diselenggarakan untuk itu.

Sebagai bukti bahwa pemilik atau pemelihara berhak mempergu-
nakan tanda tersebut dalan ajat (3) pada kendaraania, kepa-—
danja diberi sebuah surat tanda nomor atas namaja jang menje-
but momor dan huref sebagai termaksud dalan ajat (1) 3 tanda
ini berlaku selama 3 tahun dan tiontohnja ditetapkan oleh
Dewan Femerintah Daerah.

Fermintaan sebagai termaksud dalam ajat (3) dapat disampaikan
dengan lisan ataw tertulis.

Dalam permintaan itu harus diberitahukan @
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(&)

(7)

(1)

(1)

a. nama dan nama ketjiil dari pemilik atauw pemelibara dan
diika pemilik atauw pemelihara adalah suatu  badan  hubkum,
nama lengkap dari jang mewakilinia ;

e alamat dari pemilik, pemelihara atau wakil tadi j

. nama dienis kendaraan naikan dan kendaraan muatan.

Surat tanda nomor diberikan oleh pegawai jang ditundjuk  oleh
Dewan Femerintah Daerah jang membubuhinja dengan tanda tan-
CHEr J & .

Dalam surat tanda nomor disebutkan hari pemberian  dan hari
berachirnjia waktu berlaku.

Surat tanda nomor tidak berlaku sebelum ditandatangani oleh
peminta atau djika ia tidak dapat membubuhi tandatangania
sehelum dibubuhi tiap ibu diari kanan, dihadapan pegawail jang
diserahi memberikanjia. Diika ia tidak mempunyail ibu djiari
kanarn, maka diatas surat tanda nomor itu dibubuhi tijap diari
lainja dengan disebutkan diari jang mana.

Fasal 2.

Tidak ada surat tanda nomor diberikan z

a. untuk  kendaraan naikan dan  kendaraan  muatan termaksud
dalam pasal 1 jang telah diberi surat tanda nomor, ketjua-
1i dengan menjerahkan surat tanda nomor jang telah diberi-
karn itu atau dapat dibuktikan, bahwa penjeraban itu tidak
murigk in

b. kepada orang jang menjampaikan permintaan untuk mendapat-—
kanja, diika belum lampau satu tahun sedjak sesebuah surat
tanda nomor atas namanja dinjatakan tidak berlaku j

c. diika kendaraan naikan atau kendaraan muatan tidak meme-
rubi ketentuan—ketentuan jang dikenakan dalan ataun berda-
sarkan Undang-undang Lalu-Lintas Djialan mengenal peneran—
gari, bentuk kelengkapan, susunan, ukuran—ukuran dan pemua-—
tan 3

d. diika kendaraan naikan atauw kendaraan muatan dalam keadaan
jang  kurang tiukup pemeliharaannja sehingga dapat menim-—
bulkan bahaja bagi lalu-lintas.

Fegawai jang diserahi memberi surat tanda nomor berhak memirn-
ta agar kendaraan pada waktu dan  tempat Jang ditentukan
ditundjukkan kepadania, supava dapat menjelidiki apakah ada
alasan—alasan untuk menolak pemberian  sebuah surat  tanda
nomor atas salah satu dasar jang tersebut dalam ajat (1) sub
oocan o,

Fasal A.

Surat tanda nomor kehilangan kekuatannja

a. diika kendaraan naiakan atau kendaraan muatan, untuk  mana
surat tanda nomor itu diberikan, rusak ataupun  diubah
sedemikian  rupa sehingga keadaan sangat menjimpang dari
keterangan jang disebut dalam suwrat tanda nomor itu g

be setelabh lampaw dua bulan semendjak kendaraan naikan  dan
kenaraan  muatan ituw dipindahkan kedistrik lain dari  pada
distrik tempat surat tanda nomor diberikan

o. setelah lampaw  dua bulan semendjiak  orang  Jjang namanja
tersebut dalam surat tanda nomor berhenti mendiadi pemilik
ataw pemelihara kendaraan naikan atau kendaraan muatan
Jjang bersangkutan i

. diika untuk kendaraan naikan ataw kendaraan muatan, untuk
mana surat tanda nomor itu dikeluarkan, diberikan sebuah
surat tanda nomor lain.
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(#) Dalam waktu dua minggu setelah sebuah surat tanda nomor
kehilangan kekuatannja, berkewadiiban menjerahkan surat tanda
nomor itu kepada pegawai tersebut dalam pasal 2 ajat (2).

(%) diika sebuah surat tanda nomor rusak ataupun  tidak dapat
dibatia sama sekall ataw sebagian, maka pemegang berkewadii-
Bar  minta surat tanda nomor baru jang  diberikan  kepadanja
dengan menjerahkan jang lama.

Fasal 4.
Dilarang B

a. dengan disengadia memberi keterangan jang tidak benar atau
tidak lengkap pada waktu mengadjukan permintaan untuk menda-
pat strat tanda nomorg

b. pada sebuah kendaraan naikan dan kendaraan muatan memasang
moamor-nomor  dan huraf-hurwaf dengan maksud mempersubkar  dike-—
rmalnjia tanda jang dipakai menurut pasal 1 g

c. memberi tanda pada sebuah kendaraan naikan atau kendaraan
muatan, tanda mana tidak diberitahukan kepada pemilik atau
pemalihara berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 dengan mak sud
supaja tanda itu dianggap sebagai tanda Jang sah merurut
pasal iltuw g

o, mengenudikan  sebuah kendaraan naikan ataw  kendaraan muatan
atau sebagai pemilik atau pemeliharanja menjuruh  mengemudi-
kannja, diika berturut-tuwrut pengemudi, pemilik atau présme ] -
hara patut dapat menduga bahwa pada kendaraan itu dipasang
romor-namor atau huruf-huref sebagai dimaksud dalam pasal ini
sub b atauw tanda jang salah sebagail dimaksud sub o 3

e. dengan sengadia untuk sebuah kendaraan naikan dan  kendaraan
muatan mempergunakan sebuah surat tanda nomor jang diberikan
urttulk  sebuah  kendaraan naikan atauw kendaraan  muatan  lain,
seakan—akan diberikan untuk kendaraan naikan atau kendaraan
muatan itu, untuk mana surat tanda nomor itu dipergunakan.

Feraturan—-peraturan tentang hewan—hewan penghela
kendaraan—kendaraan naikan dan gerobag-
gerobag muatan uwmum.

(Fasal 27 Undang-undang Lalu-lLintas Dialan dan Fasal 84
ajat (1) Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Djialan)

n
s

Famal

Urnituk melakukan pasal-pasal 6 — 8 jang dimaksud dengan
hewan—hewarn penghela ialah hewan—hewan berkuku tunggal, dan diuga
kerbau-kerbaw dan gerobag-gerobag muatan umum.

Fasal &.

(1) Seskor hewan penghela harus sebat, tiuvkup kuat badannja dan
gemuk betul, terlatih dan tjakap untuk dipakal sebagai hewan
penghela bagi kendaraan naikan atau kendaraan muatan, untuk
mana hewan itw dipergunakan.

(2) Rakitan hewan penghela harus memenuhi tudjuannja dan  dipeli-
Bara baik-baik. Bagian—bagian pakaian Jjang melekat pada
bagian—bagian badan hewan atau menjentuh bagian-bagian badan
tidak boleh menimbulkan luka-luka.

(%) Belain itw untuk kuda berlaku untuk sarat-sarat berikut
@ memak sl tapel dang  tebalnia sedang, tidak brerbal kur .
tingginja kudang sekurang-kurangnja 1,15 meter dengan

-
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(1)

pengertian, bahwa untuk kuda dalam pasangan dua tingginia
sekurang-kurangnia 1,13 meter j

. hewan harus sekurang-kuwrangnia sudah berganti empat  buah
gigi seri ditulang rahang bawah j

¢. hewan harus diberi pakaian jang tiukup baik ataupun pakai-
an dada jang tidak longgar dan tidak sempit, dengan pakai-
an kepala, kekang dan tali kekang.

Fasal 7.

Diika orang-orang Jjang termaksud dalam pasal 33 Undang-undang
Lalu-lintas berpendapat, babwa sebagai hewan penghela diper-—
gunakan seekor hewan jang tidak memenuhi sarat-sarat Jjang
dikenakan dalam pasal & mengenal keadaan badan, maka hewan
itu diperiksa oleh seorang ahli jang ditundjuk oleh Dewan
Femerintah Dasrah.

Diika pada ahli itu njata, bahwa hewan itu  harus dipandang
buat selamanja tidak akan memenuhi sarat sebagai hewan peng-
hela, maka hewan penghela itu olehnja diberi tjiap bakar
sebagai tanda apkir, jang tjontohnia ditetapkan oleh Dewan
Femerintah Daerah.

Fasal 8.

Dilarang mempergunakan ataupun suwruh  atau memberikan

mempergunakan seekor hewan penghela untuk sebuah kendaraan naikan
umim  atau gerobag muatan umum diika hewan itu atau rakitan dari
kendaraan naikan ataw gerobag muatan itu tidak memenuhi sarat-
sarat jang dikenakan dalam pasal & ataupun hewan itu telah diberi
tiap bakar tanda apkir sebagai dimaksud dalam pasal 7 ajat (&).

(1)

()

(4)

Femeriksaan kendaraan—kendaraan naikan dan gerobag-gerobag
mtatan Wmm.

(Fasal 27 Undang-undang Lalu-Lintas Dialan dan pasal 84
ajat (1) Feraturan FPemerintah Lalu-Lintas Djialan)

Fasal 9.

Djiika peraturan—-peraturan mengenai pemeriksaan tidak dipe-
nuhii, maka dilarang mempergunakan sebuah kendaraan naikan
ataw gerobag muatan sebagal kendaraan naikan ataw  kendaraan
muatan  wimm .

Ketentuan dalam ajat (1) tidak berlaku bagi kendaraan—
Eendaraan naikan dan gerobag-gerobag muatan Jjang biasanja
tinggeal diluar Kabupaten, asalkan memertii peraturan-
peraturan  mengenai pemeriksaan jang berlaku didalam tempat
kendaraan—kendaraan ituw biasa tinggal itu.

Sebuah  kendaraan naikan atau gerobag muatan disahkan, diika
memenuhi  sarat-sarat jang dikenakan dalam atauw berdasarkan
Undang-undang Lalu-Lintas terhadap kendaraan—kendaraan naikan
dan gerobag-gerobag muatan mengenai susunan, bentuk, keleng—
kapan, penerangan, ukuwran-ukwran dan  pemuatan. Fendaraan-
kendaraan naikan selain itu harus memenuhi diuvuga sarat-sarat
jang lajak tentang kerapian dan kebersihan, baik bagian dalam
mattpun bagian luar.

Sehbuah Gerobag Muatan harus mempuniai biribh roda (velg) Jang
lebarnja sedikit-dikitnia 8 cm.




(1)

()

(1)

(1)

(1)

(2)

Fasal 10.

Femeriksaaan dilakukan ats permintaan pemilik atauw pemelihara
dengan lisan atauw tertulis oleh seorang diuru pemeriksa jang
ditundiuk oleh Dewan Femerintah Daerah.

Femeriksaan dilakukan pada waktu dan tempat jang ditentukan
oleh diuru pemeriksa dan diberitakan kepada peminta tepat
pada waktunja.

Femilik atau pemelihara berkewadiiban memberi bantuan kepada
diuru pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.

Fasal 11.

Tentang pengesahan  sebuah kendaraan naikan atau kendaraan
muatan kepada pemilik atau pemelihara diberikan sebuah surat
tanda pengesahan jang ditandatangani oleh djuru pemeriksa dan
berlaku untuk selama satu tahun.

Diika djuru pemeriksa tidak mengesahkan sebuah kendaraan
naikan ataugerobag muatan, maka ia seketika memberitahukan
kepada pemilik atau pemelihara dengan lengkap perbaikan-
perbaikan apa yang harus dikerdiakan dan menentukan tempat
serta waktu untuk mengulangi pemeriksaan.

Diika sebelum achir waktu berlakunja surat tanda pengesahan
sebagai dimaksud dalam ajat (1) ternjata  bahwa kendaraan
naikan atau kendaraan muatan tidak lagi memenuhi sarat-sarat
jang dikenakan, maka surat tanda pengesahan itu oleh diuru
pemeriksa dapat dinjatakan tidak berlaku lagi. Hal sematjam
itu dapat terdiadi diuga djiika pemilik atau pemelihara sebuah
Lendaraan naikan atauw gerobag muatan dengan tidak beralasan
jang sah tidak memenuhi perintah jang ditundjukan kepadanja
urtuk menjediakan kendaraan itu guna pengulangan pemeriksaan.

Fasal 12.

Sehuah kendaraan naikan atauw gerobag muatan :

a. buat pemeriksaan pertama kali dikenakan pembajaran seting-
gi-tingginja Rp. S50,- (lima puluh rupiah) j

b buat tiap-tiap pemeriksaan berkala berikutnia dikenakan
pembajaran setinggi-tingginja FRp. 25,- (dua puluh  lima
rupiakh) .

Besarnia biaja pemeriksaan tersebut dalam ajat (1) pasal ini
ditetapkan oleh Bupati Kepala Dasrah Banjumas dengan surat-
keputusan.

Fasal 13

Dikantor Kepala Fekerjaan Umnum Kabupaten diselenggarakan dan
dipelihara daftar-daftar dari adanja Eendaraan—kendaraan
naikan dan gerobag—gerobag muatan jang telah mendapat penge-—
saliaEn i dalam daftar—daftar itu ditjatat tanggal penge—
sahannia. .

Tiontoh-tiontoh daftar-daftar ini dan tiontoh surat  tanda
penghargaan  termaksud dalam pasal 11 ajat (1) ditetapakan
cleh Dewan Femerintah Daerah.

Fasal 14.
Dilarang =

a. dengan sengadia memberi keterangan jang tidak benar atauw tidak

b




lengkap pada waktu mengadiukan  permintaan  supaja diadakan
pemeriksaan atau sebuah kendaraan naikan atau gerobag muatan j

b. membuat atauw swruh membuat surat tanda pengesahan palsu atau
memalsu ataw surubh memalsu surat tanda pengesahan. s

c. dengan sengaja memakal/tanda pengesahan palsu atau jang dipal-
il 8

d. dengan sengadia untuk sebuah kendaraan naikan  atauw  gerobag
mempergunakan sebuah  swrat tanda pengesahan  jang diberikan
urituk sebuah kendaraan naikan ataw gerobag muatan lain,seakan—
akan diberikan untuk kendaraan naikan atau gerobag muatan itw,
untuk marna surat tanda pengesahan itu dipergunakan.

Halk wuntuk mengemudikan kendaraan nalkan umum.
{ Fasal 84 ajat (1) Feraturan FPemerintah Lalu-lintas Dialan.)

Fasal 15.

(1) Dilarang bertindak sebagai pengemudi kendaraan naikan umum
dengan tidak mempunyai swrat tanda ketjakapan untuk mengemu-
dikan.

(2) Larangan tersebut ajat (1) tidak berlakua bagi pengemudi-
pengemudi  kendaraan naikan umum jang bertempat tinggal atau
biasanjia berkediaman diluar Eabupaten,dan telah mempunjal
surat tanda ketjakapan mengemudikan jang diberikan berdasar-—
kan peraturan—peraturan tentang mengemudikan kendaraan rad bk an
umum jang berlaku ditempat tinggal mereka.

Fasal 1é.

(1) Untuk mengemudikan sebuah kendaraan naikan umum  hanja  di-
perkenankan orang-orang Jjang haknja untuk ituw tidak ditjiabut
dan jang i
a. sudah berumur 16 tahun
b. mengerti peratuwran—peraturan lalu—lintas j
c. tiakap dalam mengemudikan kendaraan naikan j§

(2) Surat tanda ketijiakapan untuk mengemudikan dapat ditolak
kepada peminta jang telah membuktikan tidak tiakap untuk
bartindak sebagai pengemudi kendaraan naikan  umum, Earena
telah berulang mendapat hukuman sebab melanggar peraturan-
peraturan jang diadakan dalam atau berdasarkan Undang-undang
Lalu—lintas Dialan.

Fasmal 17
(1) Surat tanda ketjakapan mengemudikan diminta dengan lisan atau

tertulis kepada pegawai jang ditundjuk oleh Dewan Femerintah
Dasrah.

(2) Surat tanda ketiakapan mengemudikan berlaku selama lima
tahun.

Fasal 18.

Fermintaan untuk mendapat surat tanda ketjakapan mengemudilkan
disertai dua buah potret jang sama benar dari peminta dan  surat
“keterangan jang diberikan oleh kepala desanja, jang memuat keter—
angan tentang wmum peminta.

Fasal 19

Tidak ada surat tanda ketiakapan mengemudikan disertail
diberikan kepada orang, jang telah mendapat surat tanda ketiaka-—




pan mengemudikan, djiika suwrat tanda ini tidak diserahkan ketjualil
ada  alasa jang dapat diterima bahwa penjerahan surat tanda itw
tidak mungkin.

Fasal 220

Surat tanda ketjakapan mengemudikan kehilangan kekuatannja,
gdiika orang Jjang namanja disebut didalamnjia :
a. hakrnja untuk mengemudi kendaraan naikan wmum telah ditjabut g
b. telah diberi swat tanda ketiakapan mengemudikan jang baru.

Fasal 21.

(1) Dalam surat tanda ketjakapan mengemudikan disebut i
a. nama dan nama ketjil, tempat tinggal atau tempat kediaman
sementara dari peminta
b. tanggal memberikanjia j
Cos tanggal berachirnia waktu berlakunia.

() Surat  tanda ketjakapan mengemudikan dibubuhi  tanda tangan
pegawai termaksud dalam pasal 17 dan tiap Jang tiontohnia
ditetapkan oleh Dewan Femerintah Daerah, sedangkan salah
sebuah  potret termaksud dalam pasal 18 diletakan pada surat
tanda itu. )

(%) Surat  tanda ketiakapan mengemudikan tidak diberikan sebelum
ditandatangani oleh peminta dan dibubuhi tiap ibu diari kanan
dihadapan pegawail jang memberikan, atau diika peminta tidak
dapat membubuh tandatanganja, hanya setelah dibubuhi tiap ibu
diari kanan. Diika ibu diari kanan tidak ada maka surat tanda
ketjakapan mengemudikan itu dibubuhi tiap djari lain, dengan
diberi keterangan diari Jjang mana.

(4) Tiontoh suwat tanda ketjakapan mengemudikan ditetapkan oleh
Dewan Femerintah Daerah.

ey

Fasal 22.

(1) Diika ada persangkaan, bahwa pemegang surat tanda ketjakapan
mengemudikan  jang  berlaku  tidak memenuhi sjarat-sjiarat,
termaksud  dalam pasal 1é&, maka ia dapat dipanggil oleh peg-
awali termaksud dalam pasal 17 untuk datang pad sebuah tempat
dan  waktu jang ditentukan, agar supaja memberi keterangan-—
keterangan Jjang diperlukan dan diperiksa tentang sjarat-
sjarat termaksud dalam pasal 1é6.

() Diika dari keterangan—keterangan jang di berikan atau pemer—
iksaan—pemeriksaan jang diadakan ternjata bahwa jang berke-
pentikan tidak memenuhi sjarat-sjarat jang dikenakan dalam
pasal 164 atauw tidak memenuhi panggilan termaksud dalam ajat
(1) dengan tidak memberi alasan jang sah, maka surat tanda
ketjakapan mengemudikan  jang dipegangnja dapat dinjatakan
tidak berlaku lagi.

oy

Fasal 23.

Dalam waktu dua minggu setelah sebuah surat tanda ketiaka-—
pan mengemudikan tidak berlaku lagi, maka pemegang berkead)iban
menjerahkan  surat  tanda ituw  kepada pegawal tersebut  dalam
pasal 17.

Fasal 24.

Dilarang :
a. dengan sengadia memberi keterangan jang tidak benar ataw tidak
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lengkap pada waktu mengadjiukan permintaan untuk mendapat surat
tanda ketjiakapan mengemudikan i

b. dengan sengadia sebagail pengemudi mempergunakan sebuah  tanda-
ketjakapan mengemudikan kepunjaan orang lain.

Fasal 2%5.

Dikantor pegawai Jjang ditundiuk oleh Dewan Femerintah
Dasrah diselenggarakan dan dipelihara daftar—-daftar dari surat-
asurat tanda ketiakapan mengemudikan jang telah diberikan  dan
dibatalkan 3 tjontoh-tiontoh daftar—-daftar itu ditetapkan oleh
Dewan Femerintah Daerah.

Fetentuan—kententuan hukumanr.
Fasal 26&6.

Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal-pasal I ajat
(2)Ys 4, 8, 2 ajat (4), 14, 23 dan 24 dari peraturan daerah ini
dihukum  dengan hukuman kurungan selama-lamanjia tiga bulan  atau
denda sebanjak-banjaknja Rp. 1000,— (seribu rupiah).

Fasal 27.

(1) Peraturan daerah ini mulail berlaku pada hari ke-30 sesudah
tanggal Lembaran Fropinsi Diawa Tengah jang memuat pengun-
dangannia.

o
il

—
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Seiak saat mulai berlakunja peraturan daerah ini tidak berla-
b lagi "Verordening tot uwitvoering vanda Wegverkeersordon-
nantie en de Wegverkeersordening" tertanggal 10 Desember
1927, diundangkan dalam Frovinciaal Elad tertanggal 31 Dianu-
ari 1938 ( EBijvoegsel Seri C Nr. 1 ), sebagaimana telah
diubah jang terachir dengan verordening tertanggal 24 Agustus
1939, diundangkan dalam Frovinciaal Blad tertanggal Z  Nopem—
her 1939 ( Bijvoegsel Seri C Nr. 10 ).

Furwokerto, 30 Oktober 19582.

Dewan Ferwakilan Rakjiat

Fepala Daerah Kabupaten Daerah Sementara Kabupaten Baniumas
Banjumas, Ketua,
L o ) o
F. FOERWODIREDIO H. NOTOSOEWIRJIO

Feraturan—daerah tersebut diatas telah disahkan oleh Dewan
Fenerintah Daerah Fropinsi Diawa Tengah tertanggal 21 Mei 193535
Nr.U.101/5/4.

Sekretaris,
ttd.
F. SISWADI DJIOJOSOERONG

Diundangkan dalam Lembaran Fropinsi Djawa Tengah tanggal 10
Diwmd 1953 ( Tambaharn Seri C Ne % ).




